ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI  DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  (BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI by ARIWIRAWAN, SURYA
  
i 
 
SKRIPSI 
 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
(BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI 
 
 
SURYA ARIWIRAWAN 
 
 
 
 
 
 
 
JURUSAN ILMU EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
  
ii 
 
SKRIPSI 
 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
(BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI 
 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi 
disusun dan diajukan oleh 
 
SURYA ARIWIRAWAN 
A11110012 
 
kepada 
 
JURUSAN ILMU EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
  
iii 
 
SKRIPSI 
 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
(BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI 
 
disusun dan diajukan oleh 
SURYA ARIWIRAWAN 
A11110012 
 
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 
 
Makassar, 17 Februari 2014 
Pembimbing I            Pembimbing II 
 
 
Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA.  Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., Msi. 
   NIP 19590306 198503 1 003             NIP 19660811 199103 2 001 
 
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin 
 
 
Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. 
NIP 19630625 198703 2 001 
  
iv 
 
SKRIPSI 
 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
(BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI 
 
disusun dan diajukan oleh 
SURYA ARIWIRAWAN 
A11110012 
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi 
pada tanggal 25 Februari 2014 dan 
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan 
 
Menyetujui, 
Panitia Penguji 
No. Nama Penguji    Jabatan       Tanda Tangan 
1.      Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA. Ketua  1 …………… 
2.      Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., MSi. Sekretaris 2 …………… 
3.      Dr. Sanusi Fattah, SE., MSi.  Anggota 3 …………… 
4.      Drs. Bakhtiar Mustari, MSi.  Anggota 4 …………… 
5.      Abdul Rahman Farisi, SE., M.SE. Anggota 5 …………… 
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Hasanuddin 
 
 
Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. 
NIP 19630625 198703 2 001 
  
v 
 
PERNYATAAN KEASLIAN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  
 nama    : SURYA ARIWIRAWAN 
 NIM     : A111 10 012 
 jurusan/ program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1) 
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN  (PBB-P2) DAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI 
KABUPATEN SINJAI 
 
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam 
naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
sumber kutipan dan daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan 
terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 
tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70). 
 
        
  
Makassar, 25 Februari 2014 
Yang membuat pernyataan, 
 
SURYA ARIWIRAWAN 
 
  
vi 
 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan Pedesaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Sinjai”.Skripsi ini merupakan tugas akhir 
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
 Selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, peneliti 
sudah sangat banyak memperoleh motivasi, bantuan serta bimbingan dari 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat 
yang mendalam dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ayahanda Muhammad Asyir dan Ibunda Sitti Abidah sebagai pembimbing 
utama dalam kehidupan peneliti, kedua kakakku : Awal Setiawan dan 
Rizal Henrawan, beserta seluruh keluarga besar Baco Hadi dan keluarga 
besar Ottong Sukaena atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang 
yang tidak pernah putus diberikan kepada peneliti, serta memberikan 
dorongan, perhatian, kritik dan dukungan baik bersifat moril maupun 
materil sehingga peneliti dapat memperoleh gelar Sarjana. 
2. Ibu Murniati dan Nurdianti Ramli selaku wali di tempat peneliti menuntut 
ilmu, yang telah memperlakukan peneliti melebihi anak sendiri. 
3. Ibu Prof.Dr. HJ. Rahmatia, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 
Universitas Hasanuddin. 
  
vii 
 
4. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Paddu, SE., MA selaku pembimbing I dan Ibu 
Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si selaku pembimbing II yang dengan 
sabar telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi 
kepada peneliti terutama dalam penyelesaian skripsi ini. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti 
selama perkuliahan. 
6. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin. 
7. Bapak dan Ibu di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, peneliti 
mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan 
penyediaan data dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Kawan seperjuangan di SDN Neg. 123 Tanassang, SMP Neg. 3 Sinjai, 
SMA Neg. 2 Sinjai (terkhusus anak IPA 2/TRICOMME), serta seluruh 
pengajar dan pegawai di tempat peneliti menuntut ilmu. 
9. Teman-teman MARGINAL 2010 serta seluruh teman-teman mahasiswa di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
10. Keluarga besar “Spultura 2010”, Sri Wahyuni (mirip tanteku), Sri 
Fatmasari Syam (cepat ngambek), Indah Gita Cahyani (paling cepat 
panik), Amalia Nurul Alifa (tidak mau sekali dibilangi battala), Laura 
Virginia Sallolo (bondeng, samaji Amel), Dian Aziza JS. (bundo, yang 
katanya imut, TAPI……..), Muhammad Nakib Rabbani (apa di‟), Kevin 
Tjandra (Cina pintar), Sukmawan (simbiosis mutualisme versi grey 
hairs), Liliyani Ridwan (menghilang tampa berita), Herianto S. (teman 
seperjuangan dari maba), Vina Tamaya (datar, polos, dan lelet), Restuti 
Anggereny Rumahorbo (tidak ada yang salah dengan namanya), 
Jennifer M A Parung (SPSS, ahli halaman, kalo bicara kaya dikejar), Tri 
  
viii 
 
Septia Nugraha (inimi yang selalu mengaku paling keren bede‟), Eva 
Irwanti (beta punya temen ini, objek berkreasi/bagus dikasi jengkel), 
Sulkifli Budiman (yang mana ini?), Muh. Ilham (si jaddala, banyak ide 
mengerjainya), La Caesar Muhammad Muttaqien (Jakakarte), M. Rivqi 
Islan Amin (yang katanya bosan urus KRS), Muh. Ainul Yakin 
(meyakinkanji tawwa), Sri Raehana (guru spiritual ta‟aruf), Fatmawati 
(mana roti Marosnya), Rony Wijaya (bayi super sehat), Teguh Susilo 
Toni (sang rapper handal, yo.yo.come.on, oke cag!), Munawiruddin (IP 4 
yang terbuai cinta, seperjuangan @ramsis D 307), Yeni Masni (senyum 
manisnya mana?), Yudi Pratama (tiga rrribuuuuuu), Ahmad Faqhruddin 
Abdu-Rabb (ketua Senat 2013-2014), Fajariah (terimut), Yusri 
Pasolang (torroko-torroko na kandeko batitong), Yumni Wikarsih (teman 
PE yang menghilang), M. Zaenal (yang mencoba warna baru di sastra 
inggris UH), Patotori (sahabat yang haus pengalaman), Muthya 
Nurfitriani R. ( haji lincah dan gesit), Fuad Dwi Darmawan (ketua 
Himajie 2013-2014), Dede Darmanto (apaan tuuuu), Sudirman Kahar 
(Good luck bro), Monica Cahya Dini (ulala, sesuatu di hidungta, hehe), 
Rifqa Latifadina (wanita tangguh versi Spultura, tempat curi-curi ilmu 
yang tepat), Ahyadi Jusaeman (pahlawan tapi pe‟lo, untung lahirnya 
bukan zaman penjajahanji), Ikram Sutanto (manaki bro), Ahmad 
Nurhanif (A111 ke A311), Ashar (manaki bro), Andi Tri Dharmanasatya 
(abang kita), Muh. Nizar Ramadhan (my Big bro, bibirnya mana?), Elvira 
Fransiska Arruan (jago masak), Ayu Yustika (ceplas-ceplosnya keren), 
Salman Samir (ketua Anakatan Spultura), dan Wahyudi Husain 
(ustasnya Spultura). Catan-catanya untuk mengingatkan saya tentang 
kalian saudara-saudariku, SEmangat berjuang!!! 
  
ix 
 
11. Kepada Organisasi tempat peneliti belajar banyak hal untuk menjadi 
individu yang lebih baik, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 
(HIMAJIE). 
12. Kawan seperjuangan di Himajie; 2003 (SOLID), 2004 (MUSKETERS), 
2005 (SIGNUM CRUISE), 2006 (VEIR SPIRITUM), 2007 (EXCELSIOR), 
2008 (ICONIC), 2009 (SPARTANS), 2011 (REGALIANS), 2012 
(ESPADA), dan FORCE 2013. 
13. Teman posko KKN; Suhendar Ade Sputra, Tirsaritha Patangke, Halija, 
Armien Harry Zainuddin, Laode Muh. Ali Conoco dan seluruh keluarga 
besar KKN UNHAS Gel. 85 Kec. Suli Kabupaten Luwu. 
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Sinjai (IKMS), semangat berjuang, tetap 
utamakan kebersamaan “tea’temmakkua idi’pa najaji”. 
15. Serta semua pihak yang turut membantu dalam proses penyeleseian 
skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. 
Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan 
dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan 
dan studi. Namun demikian peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun yang akan lebih 
menyempurnakan skripsi ini. 
 
  
Makassar,  25 Februari 2014 
 
SURYA ARIWIRAWAN 
 
  
x 
 
ABSTRAK 
Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) Di Kabupaten Sinjai 
Surya Ariwirawan 
Abdul Hamid Paddu 
Sri Undai Nurbayani 
Dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-
P2) dan bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pajak pusat 
menjadi pajak daerah merupakan langkah yang tepat karena pajak properti 
sengat cocok dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan 
kerena pajak properti yang lebih mengetahui objek dan wajib pajaknya adalah 
pemerintah daerah, dan banyak Negara telah menerapkanya. Penelitian ini 
bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dua pajak yang didaerahkan, yaitu; 
PBB-P2 dan BPHTB yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan daerah 
yang baik di Kabupaten Sinjai. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Kabupaten Sinjai telah 
melaksanakan pengalihan kedua jenis pajak tersebut, namun masih banyak 
kendala yang dihadapi. Dengan adanya pengalihan tersebut pemerintah 
Kabupaten Sinjai tetap optimis untuk menjadikannya sumber penerimaan 
daerah. 
Kata Kunci: Pengalihan Pajak, PBB-P2, BPHTB. 
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ABSTRACT 
Analysis of Implementation and the role of PBB-P2 and BPHTB at Sinjai 
Regency 
 
Surya Ariwirawan 
Abdul Hamid Paddu 
Sri Undai Nurbayani 
In the transfer of PBB-P2 and fees for acquisition of  BPHTB of the tax 
into the tax center is a step in the right area because property taxes are levied 
and managed sting matched by local governments. This is due to property taxes 
because they know the object and the obligatory taxes are local governments , 
and many countries have to applied this wisdom. This research purpose to 
understand and explain the two taxes are , namely PBB-P2 and BPHTB which 
will be a good source of local revenue in Sinjai . 
The results obtained are Sinjai have carried out the transfer of the two 
types of taxes ,but there are still many obstacles that are faced. In this transfer 
showed that  the district government of Sinjai remain optimistic to set this transfer 
as local revenue stock. 
Keywords : Transfer of Tax , PBB-P2, BPHTB . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 
pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah 
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengelolaan rumah tangganya sendiri, 
pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah 
dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber 
penerimaan daerah. (Rahmawati, 2009). 
Adapun upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 
melaksanakan otonomi, Pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan 
perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini diperbaharui menjadi UU 
No. 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan 
retribusi daerah, dengan peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong 
Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang 
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah 
2 
 
 
untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan 
digunakan untuk pembangunan Daerah (Lovetya dalam Setyawan, 2008). 
Dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah ada 
dua hal baru, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumya merupakan pajak pusat yang 
telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif 
pada tanggal 1 Januari 2010. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung 
desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional 
yang menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah 
sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penataan 
sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai „kebijakan‟ tersebut sudah 
tepat dilakukan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah „bagaimana‟ 
kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat 
melakukan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dengan baik sebagai sumber 
Pendapatan  Asli Daerah (PAD) (Paddu, 2012). 
Sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 
indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar 
penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan 
pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemendirian 
fiskalnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD 
suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan 
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sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. 
(Rahmawati, 2009). 
 
Tabel 1.1 : Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja, 
Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2009-2012. 
Tahun PAD Total Belanja 
2007 15.455.723.000 451.620.875.000 
2008 16.570.814.000 504.379.486.000 
2009 17.674.229.000 452.844.735.000 
2010 18.300.422.970 510.509.517.610 
2011 14.233.327.000 532.223.832.000 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan. 
 
 
Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa penerimaan PAD Kabupaten Sinjai 
mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan selama periode 
tahun 2007 hingga tahun 2010 dan total belanja daerah juga cenderung 
mengalami kenaikan. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa kemampuan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum terlalu tinggi  untuk membiayai 
belanja daerah. 
Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang di daerahkanya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemerintah daerah kabupaten Sinjai dapat 
memanfaatkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang 
bisa mendorong tingkat kemandirian fiskal kabupaten Sinjai. 
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka 
perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD itu sendiri tidak terlebih 
pajak daerah dan tidak terkecuali pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Kurangnya kesadaran masyarakan akan pentingnya pajak untuk 
pembangunan daerah akan berimbas kepada tidak terealisasinya target pajak 
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yang telah ditentukan diawal perancanaan keuangan daerah. Hal ini tidak 
terlepas dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya PBB-P2 dan BPHTB 
sebagai sumber penerimaan daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik 
untuk meneliti seberapa besar implementasi dan peranan pajak PBB-P2 dan 
BPHTB di Kabupaten Sinjai dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk 
skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan Pedesaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Sinjai”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan hal diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai? 
2. Seberapa besar peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 
1. Mengidentifikasi implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai. 
2. Menganalisis peranan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya 
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) demi peningkatan kemendirian fiskal sehingga 
berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. 
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) sebagai sumber penerimaan daerah. 
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian 
selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya 
sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi 
dan peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdapat di Kabupaten 
Sinjai. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Definisi Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian 
otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas 
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan 
di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan 
yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. 
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan 
diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang 
dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 
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pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan 
kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 
demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
2.1.2 Desentralisasi Fiskal 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan 
desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan 
tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat 
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama, 
desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup 
pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang 
dinamakan dekonsentrasi. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, 
yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga, 
devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja 
implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu 
dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000 dalam Sinaga dan 
Siregar, 2005). 
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Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya 
adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi 
menurut (Rahdina, 2008) adalah sebagai berikut:  
1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.  
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi 
pemerintah pusat. 
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing 
daerah.  
Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-
fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara 
pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer 
antar pemerintahan, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau 
merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi 
redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat 
dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan. 
 
2.1.3 Penerimaan Daerah  
Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam 
pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan 
pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, 
sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-
sumber pendapatan daerah adalah:  
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang meliputi:  
a) Pajak daerah;  
b) Retribusi daerah;  
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
d) Lain-lain PAD yang sah.  
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri 
dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil 
terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil 
penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam 
pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 
perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari 
kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak 
bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana 
transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan 
bersumber dari:  
a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;  
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b) Penerimaan pinjaman daerah; 
c) Dana cadangan daerah; dan 
d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
 
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian 
suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, meliputi: 
1. Pajak daerah; 
2. Retribusi daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
4. Lain-lain PAD yang sah. 
Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
tentang Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari 
BUMD terdiri dari: 
1. Bank pembangunan Daerah (BPD) 
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
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Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah 
terdiri dari: 
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
2. Jasa giro; 
3. Pendapatan bunga; 
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
 
2.1.5 Pengeluaran Daerah 
Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung, 
dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian 
belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. 
Belanja tak langsung terdiri dari : Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan 
yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja 
bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Balanja tak tersangka. 
Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung 
dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994 
dalam Maharani S, 2011)  
12 
 
 
Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari 
identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang 
merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi 
campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat 
ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan 
menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang 
mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur 
pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap 
kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 
antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran 
dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau 
memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus 
diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. 
Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam 
perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997 dalam 
Maharani S, 2011). 
 
2.1.6 Kemandirian Fiskal 
 Kemandirian fiskal adalah independensi pemerintah daerah dalam 
melakukan perencanaan anggaran daerah, pungutan dan optimalisasi pungutan 
sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan dana daerah dalam 
melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Lestim 2006 
dalam Djamal 2011). 
 Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah 
diharapkan memiliki kemendirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh 
karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan 
Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP)  sangat menentukan kemandirian fiskal 
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daerah. Pengukuran kemandirian fiskal daerah yang banyak dilakukan pada saat 
ini antara lain dengan melihat rasio antara masing-masing komponen 
pendapatan daerah dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Prinsipnya, 
semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 
(DBH), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP), maka semakin besar pula 
pendapatan daerah tersebut, sehingga akan menunjukkan semakin kecil 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah Pusat. 
 
2.1.7 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan 
2.1.7.1 Pengertian Pajak 
Definisi  pajak  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro  dalam  Tjahyono 
(2000 : 3) adalah : 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 
sector partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegan prestatie) yang 
langsung dapat ditunjuk dan  yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum. 
Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Tjahyono 
(2000 :3) adalah sebagai berikut : 
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 
kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
umum. 
Dari  definisi-definisi  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tentang  ciri-
ciri  yang melekat pada pengertian pajak : 
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1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya 
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan 
langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi 
secara individu 
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra 
prestasi dari Negara 
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih 
surplus digunakan untuk “publik invesment” 
5. Pajak  dipungut  disebabkan  adanya  suatu  keadaan,  
kejadian  dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu 
kepada seseorang 
6. Pajak  dapat  pula  mempunyai  tujuan  yang  tidak  budgeter  
yaitu mengatur. 
 
2.1.7.2 Fungsi Pajak 
Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000 : 4) adalah sebagai 
sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah 
pentingnya yaitu pajak sebagi fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk 
masing- masing fungsi tersebut: 
1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 
Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk 
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran- 
pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan 
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2. Fungsi mengatur atau non budgetair (fungsi reguralend) 
Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk 
kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha 
pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, 
bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam 
sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan : 
a) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam 
bidang ekonomi dan sosial 
b) Sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang 
letaknya di luar bidang keuangan 
  Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 
keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga keadilan dalam 
pemungutan pajak dapat tercapai. 
 
2.1.7.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Menurut Adam Smith dalam Tjahyono (2000 : 21) ada empat syarat 
untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu : 
1. Equality and Equity 
Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama 
atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan 
pajak yang sama. Sedangkan equity mangandung pengertian sesuatu 
yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu. 
2. Certainty atau kepastian hukum 
Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang. Dalam 
pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 
Undang –undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 
16 
 
 
memberikan peluang untuk ditafsirkan lain 
3. Convenience of Payment 
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak 
mempunyai uang. 
4. Economics of Collection 
Dalam   pembuatan   Undang-undang   pajak,   perlu   dipertimbangkan 
bahwa  biaya  pemungutan  harus  lebih  kecil  dari  uang  pajak  yang 
masuk. 
Disamping keempat syarat-syarat di atas, beberapa syarat lainnya yaitu : 
1. Syarat Yuridis 
Dalam penyusunan Undang-undang pajak tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang 
dan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara. 
2. Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 
penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung 
3. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien) 
Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber kekayaan negara, maka 
hasil  pemungutan  pajak  sedapat  mungkin  cukup  untuk  menutup 
sebagian pengeluaran negara. Oleh karenanya pemungutan pajak harus 
diusahakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  (tidak  memakan  biaya 
yang terlalu besar) dan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah 
inflasi 
4. Syarat Sosiologis 
Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan 
memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu 
5. Sistem pemungutan harus sederhana 
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Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan 
akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 
 
2.1.7.4 Teori Pembenaran Pemungutan Pajak 
Menurut Tjahyono (2000 : 24) beberapa landasan yang menjadi 
dasar pembenaran pemungutan pajak adalah : 
1. Teori Asuransi 
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dianalogkan 
sebagai pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi ini dilakukan 
karena negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya. 
Perbedaan  yang  utama  adalah  dalam  asuransi  jika  terjadi  musibah 
akam menerima ganti rugi, tetapi dalam pajak, negara tidak akan 
memberikan ganti rugi bilamana rakyat mendapat musibah. 
2. Teori Kepentingan 
Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan 
pembagian beban pajak yang harus dipungut  dari penduduk 
seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan 
masing-masing dalam tugas tugas pemerintah, termasuk juga 
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. 
3. Teori Gaya Pikul 
Bahwa pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan) 
masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat 
digunakan antara lain : jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau 
pengeluaran, dan jumlah keluarga. 
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Rakyat membayar pajak kepada Negara menunjukan rasa bakti 
rakyat/warga kepada negaranya. Sedangkan Negara mempunyai hak 
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mutlak untuk memungut pajak. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari 
pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. 
 
2.1.7.5 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak 
1. Pembagian pajak menurut golongan : 
a) Pajak langsung adalah pajak pembebanannya dipikul sendiri 
oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan 
kepada orang lain. Contoh : PPh, PBB 
b) Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan  kepada  pihak  ketiga  atau  konsumen.  Contoh  : 
PPN, bea materai, bea balik nama, PPnBM 
2. Pembagian pajak menurut sifatnya : 
a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama 
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjek), kemudian 
menetapkan objek pajaknya. 
b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama 
memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, 
perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian 
ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek 
tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. 
3. Pembagian pajak menurut lembaga pemungut : 
a) Pajak  negara  adalah  pajak  yang  dipungut  pemerintah  pusat 
yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departermen 
Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan 
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rumah tangga negara. 
b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah propinsi, 
kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing 
dan  hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga 
daerah masing. 
 
2.1.7.6 Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam  memungut  pajak  dikenal  beberapa  system  pemungutan,  
yaitu Official Assesment System, Self Assesment System dan  Witholding 
System. 
1. Official  Assesment  System  adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak 
dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini Wajib Pajak 
bersifat pasif). 
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak 
dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 
3. Witholding System adalah system pemungutan pajak, yang 
penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak 
dilakukan oleh pihak ketiga. 
 
2.1.7.7 Asas Pemungutan Pajak 
1. Asas  Domisili  (tempat  tinggal)  adalah  negara  dimana  Wajib  Pajak 
tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan Wajib 
Pajak. 
2. Asas  Sumber  adalah  pengenaan  pajak  tergantung  adanya  sumber 
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disuatu negara. 
3. Asas Kebangsaan (Nasionalitet) adalah asas yang menghubungkan 
pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap 
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diperlakukan untuk 
membayar pajak. 
 
2.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) 
 Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya merupakan salah satu pajak 
properti yang dimiliki setiap suatu sistem pemerintahan, berikut ini ulasannya. 
 
2.1.8.1 Pengertian PBB-P2 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang 
dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang 
No. 12 Tahun 1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagaimana  
telah  diubah  dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Yang dimaksud 
bumi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PBB adalah permukaan bumi 
dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah 
perairan pedalaman (termasuk rawa- rawa tambak pengairan) serta laut wilayah 
RI. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk 
tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam 
pengertian bangunan adalah : 
1. Jalan  lingkungan  yang  terletak  dalam  suatu  kompleks  bangunan, 
seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut 
2. Jalan tol 
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3. Kolam renang 
4. Pagar mewah 
5. Tempat olah raga 
6. Galangan kapal, dermaga 
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
 
2.1.8.2 Subyek PBB 
Subyek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : 
1. Mempunyai suatu hak atau bumi, dan atau 
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 
3. Memiliki, menguasai atas bangunan dan atau 
4. Memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, 
penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. 
 
2.1.8.3 Obyek PBB 
Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan atau bangunan. 
Sedangkan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah objek 
pajak yang : 
1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan 
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 
dengan itu 
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
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negara yang belum dibebani suatu hak 
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik 
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya PBB, 
Badan-badan Internasional dari PBB, dan lain-lain yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan. 
 
2.1.8.4 Asas Pemungutan PBB 
Menurut Azhari dalam Suharno (2003 : 31), dalam kaitannya dengan 
PBB, ada 4 (empat) asas utama yang harus diperhatikan, yaitu : 
1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat 
dilaksanakan 
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam 
pengenaan PBB yang disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak 
3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan 
PBB telah diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan 
pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hokum 
4. Gotong royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan 
rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab 
mendukung pelaksanaan Undang-undang PBB serta ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
 
2.1.8.5 Sektor Pengenaan PBB 
Menurut Suharno (2003:35), untuk mempermudah pelaksanaannya, 
administrasi PBB mengelompokan objek pajak berdasarkan  karakteristiknya 
dalam beberapa sektor yaitu : 
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1. Sektor pedesaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 
memiliki ciri-ciri pedesaan. 
2. Sektor perkotaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 
memiliki ciri-ciri perkotaan. 
3. Sektor perkebunan, adalah objek PBB yang diusahakan dalam 
bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh Badan Usaha 
Negara/Daerah maupun Swasta. 
4. Sektor kehutanan, adalah objek PBB di bidang usaha yang 
menghasilkan komoditas hasil hutan. 
5. Sektor pertambangan, adalah objek PBB di bidang usaha yang 
menghasilkan komoditas hasil tambang. 
 
2.1.8.6 Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi 
bumi/tanah adalah sebagai berikut : 
1. Letak 
2. Peruntukan 
3. Pemanfaatan 
4. Kondisi lingkungan, dll 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi 
bangunan : 
1. Bahan yang digunakan 
2. Rekayasa 
3. Letak 
4. Kondisi lingkungan, dll 
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2.1.8.7 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
Pada pasal 3 ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 1994 menyatakan 
bahwa besarnya NJOPTKP adalah Rp. 8.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. 
Akan tetapi aturan  tersebut  telah  diubah  berdasarkan  Keputusan  Menteri  
Keuangan  No. 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 
untuk setiap Wajib Pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap Kabupaten/Kota, 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jandral Pajak atas nama 
Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan  pendapatan  pemerintah  
daerah  setempat.  Ketentuan  ini berlaku mulai tahun pajak 2001. 
Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka 
yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu obkek pajak yang nilainya terbesar, 
sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi 
NJOPTKP. 
 
2.1.8.8   Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB 
Dasar  pengenaan  PBB  adalah  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP).  
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek 
Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang 
sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya,  nilai 
perolehan baru, nilai jual objek pajak pengganti, atau harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 
adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu 
suatu persentase   tertentu   dari   nilai   jual   sebenarnya.   Besarnya   NJKP   
ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual 
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Objek Pajak (NJOP). Persentase NJKP berdasarkan pasal 1 PP No. 74 Tahun 
1998 adalah sebagai berikut : 
1. Sebesar 40% 
a) Objek Pajak Perumahan yang WP-nya Perseorangan dengan 
NJOP Bumi dan Bangunan ≥Rp. 1.000.000.000 tidak berlaku 
untuk PNS, ABRI, Pensiunan Janda/Duda yang semata-mata dari 
gaji/uang pension 
b) Objek pajak perkebunan yang seluas-luasnya ≥ 25 Ha yang 
dikuasai BUMN atau Badan Usaha Swasta 
c) Objek Pajak Perkebunan, termasuk areal blok tebangan dalam 
kegiatan pemegang HPH, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan 
Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu. 
2. Sebesar 20% untuk objek pajak lainnya (pertambangan) 
Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% yang 
merupakan tarif  tunggal. Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan 
mengalikan tarif pajak dengan dasar penghitungan pajak. Rumus 
pengitungan PBB adalah sebagai berikut : 
a) Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
Maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
          = 0,2 % x (NJOP-NJOPTKP) 
b) Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
Maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
          = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 
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2.1.8.9 Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak,  Surat Pemberitahuan  Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut 
ketentuan Undang- undang. Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk 
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar timbul apabila : 
1. SPOP tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan 
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah 
pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOPyang disamapaikan oelh wajib pajak. 
 
2.1.8.10 Tata Cara Pembayaran 
Tata cara pembayaran PBB dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang 
Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Pembayaran 
harus dilakukan sekaligus atau tidak diperkenankan mencicil yang dapat 
dilakukan melalui : 
1. Bank atau kantor pos dan giro yang tercantum pada SPPT atau 
2. Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi 
3. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta dapat dilakukan pembayaran secara 
on-line di Bank yang telah ditunjuk. 
 
2.1.8.11 Keberatan dan Banding 
Pengajuan keberatan dilakukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 
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3 bulan sejak tanggal/diterimanya suarat pemberitahuan atau ketetapan. Apabila 
ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib 
pajak karena keadaan di luar kekuasaanya (force majour) maka tenggang waktu 
tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpajang oleh Dirjen Pajak. 
Alasan pengajuan keberatan adalah sebagai berikut : 
1. Dalam hal WP merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya 
2. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Fiskus dalam hal 
penetapan subjek pajak sebagai WP dan objek pajak yang tidak 
dikenakan PBB 
Dirjen Pajak akan memberi keputusan atas keberatan dalam jangka 
waktu paling lam 12 bulan sejak tanggal Surat Kebaratan diterima. Apabila WP 
masih merasa belum puas dengan keputuasan keberatannya, dalam jangka 
waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan, dapat mengajukan 
banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). 
 
2.1.8.12 Hubungan PBB dan Penerimaan Daerah 
Hasil penerimaan PBB dibagi antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah   dengan   imbangan   10%   untuk   Pemerintah   Pusat   
dan   90%   untuk Pemerintah Daerah, sedangkan bagian Pemerintah Daerah 
tersebut akan dibagi lagi dengan imbangan 16,2% untuk pemerintah propinsi 
yang bersangkutan dan 64,8% untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. 
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2.1.9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
2.1.9.1 Pengertian Dasar BPHTB 
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyatakan bahwa BPHTB 
adalah “Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan 
yang selanjutnya disebut dengan pajak”. Dimana kegiatan perolehan hak atas 
tanah dan bangunan tersebut merupakan kegiatan hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan yang didasarkan oleh kekuatan 
hukum baik untuk orang pribadi atau badan. 
Pengertian dasar lain yang berkaitan dengan kewajiban BPHTB 
diantaranya (Waluyo dan Wirawan B, 2000:426): 
a. Surat Tagiahan BPHTB (STB) 
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga atau denda. 
b. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) 
Adalah surat ketentuan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di 
bayar. 
c. Surat ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) 
Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang ditetapkan. 
d. Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB) 
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah didayarkan 
lebih bayar dari pajak yang seharusnya dibayar. 
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e. Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN) 
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
sama dengan besarnya jumlah pajak yang telah dibayarkan. 
f. Surat Setoran BPHTB (SSB) 
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Mentri Keuangan dan 
sekaligus untuk melaporkan data perolehan tanah dan bangunan. 
g. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB 
Adalah surat untuk membetulkan kesalahan tulis, hutang, dan 
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakn yang terdapat dalam STB, SKBKB, 
SKBKBT, SKBLB, atau Surat Tagihan BPHTB. 
h. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau 
badan. 
i. Surat Keputusan Keberatan 
Adalah surat keputusan atas keberatan surat ketetapan BPHTB 
kurang bayar, surat ketetapan BPHTB lebih bayar, surat 
ketetapan BPHTB nihil yang diajukan oleh wajib pajak. 
j. Putusan Banding 
Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
surat keputusan keberatan yang duajukan oleh wajib pajak. 
 
2.1.9.2 Objek pajak 
Yang menjadi objek pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 
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2009 tentang BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang 
meliputi: 
a. Pemindahan hak karena : 
1. Jual beli 
2. Tukar menukar 
3. Hibah 
4. Hibah wasiat 
5. Waris 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya 
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
8. Penunjukan pembeli dalam lelang 
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap 
10. Penggabungan Usaha 
11. Peleburan Usaha 
12. Pemekaran Usaha 
13. Hadiah 
b. Pemberian hak baru karena : 
1. Kelanjutan pelepasan hak 
2. Di luar pelepasan hak 
Hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan diatas seperti dinyatakan 
oleh pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB 
adalah: 
1. hak milik 
2. hak guna usaha 
3. Hak guna bangunan 
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4. hak guna pakai 
5. hak milik atas satuan rumah susun 
6. hak pengelolaan 
 Ada pun objek pajak yang tidak dikenekan BPHTB (Marihot, 2003:63) 
adalah objek yang diperoleh: 
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum 
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dangan syarat tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 
organisasi tersebut 
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain 
dengan tidak adanya perubahan nama 
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 
 
2.1.9.3 Subjek Pajak 
Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2009 tentang BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 
atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak. 
 
2.1.9.4 Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar pengenaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dimana dalam hal : 
a. jual beli adalah harga transaksi; 
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b. tukar-menukar adalah nilai pasar; 
c. hibah adalah nilai pasar; 
d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e. waris adalah nilai pasar; 
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar; 
j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; 
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 
l. peleburan usaha adalah nilai pasar; 
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 
n. hadiah adalah nilai pasar; 
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 
dalam Risalah Lelang. 
 
2.1.9.5 Tarif Pajak BPHTB 
Besarnya tarif pajak BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 adalah sebesar 5 % (lima persen). 
 
2.1.9.6 Nilai Perolehan Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara 
regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali 
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dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang 
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah 
wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 
Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan secara regional adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota. 
 
2.1.9.7 Tata Cara untuk menentukan besarnya NPOPTKP 
Tata Cara untuk menentukan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak adalah sebagai berikut : 
1. Besarnya Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan untuk 
setiap Kabupaten/Kota. 
2. Besarnya Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak untuk setiap 
Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
setempat, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun pajak dimulai. 
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama 
Menteri Keuangan menetapkan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam point 2. 
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mengajukan usulan sebagaimana 
dimaksud dalam point 2, besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
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Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan dengan 
mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional.  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri 
Keuangan, menetapkan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
secara regional dengan ketentuan:    
a. untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang 
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);         
b. untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman 
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, 
dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang 
Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas 
Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, ditetapkan sebesar 
Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);         
c. untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima 
pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan 
Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro 
dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah);         
d. untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah);         
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e. dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana ditetapkan pada huruf d;         
f. dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada 
NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak 
sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan 
(NPOPTKP) sebagaimana ditetapkan pada huruf d."  
 
2.1.9.8 Penghitungan Pajak  
Secara umum besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 
(NPOPKP) yang diperoleh dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi 
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), atau lebih 
lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus dibawah ini: 
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP)            
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 
(NPOPKP)                          
Besarnya BPHTB terutang = 5 % X NPOPKP 
XXXXX       
  
XXXXX (-) 
 
  XXXXX       
  XXXXX       
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2.1.10 Kemandirian Daerah Sebagai Wujud dari Pelaksanaan Otonomi 
Daerah 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah  dan  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  1999  tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka aspirasi 
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab dapat terwujud dengan baik. Dalam konteks ini, daerah akan 
diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang secara nyata 
ada dan diperlukan serta tumbuh,   hidup   dan   berkembang   di   daerah,   
termasuk   segala   konsekuensi kewajiban-kewajiban yang ada didalamnya, 
dengan tujuan akhir peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 
pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, dan 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar 
daerah. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan 
kewenangan yang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur 
daerahya. Secara perlahan namun pasti, peran pemerintah pusat akan semakin  
kecil,  sedangkan  peran  pemerintah  daerah  akan  semakin  besar  besar 
dalam pembangunan daerahnya. 
Menurut Koswara dalam Suharno (2003:1), terwujudnya pelaksanaan 
otonomi  daerah  yang  secara  efektif  dan  efisien  akan  sangat  tergantung  
pada tersedianya sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung ini 
merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi 
daerah, baik yang bersumber dari kebijaksanaan pemerintah pusat (berupa 
kebijaksanaan pajak, retribusi daerah, sumbangan dan bantuan pusat) maupun 
yang berasal dari potensi daerah (berwujud peran serta masyarakat dan potensi 
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ekonomi daerah). 
Untuk mengantisipasi implikasi tuntutan kemandirian dalam pembiayaan 
pembangunan  daerahnya,  dan  juga  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  
otonomi daerah yang efektif dan efisien, maka pemerintah daerah harus mampu 
melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagaimana 
diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut 
dinyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber, 
yaitu : 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari pajak daerah, 
hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil 
pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang 
sah. 
2. Dana   Perimbangan,   yang   terdiri   dari   3   (tiga)   elemen   sumber 
pembiayaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), Bagi Hasil dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, 
dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). 
3. Dana Peminjaman Daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari hasil 
pinjaman baik dalam  maupun luar negeri untuk membiayai sebagian 
anggaran pembangunan daerah. 
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Paddu, dkk (2012) meneliti analisis dampak pengalihan pungutan 
BPHTB ke daerah terhadap kondisi fiskal daerah, metode penelitian yang 
digunakan adalah metode sampel dan regresi di daerah penelitian. Dengan hasil 
penelitan menyatakan bahwa dengan adanya pengalihan pajak BPHTB ke 
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daerah merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan 
daerahnya, namun masih banyak yang perlu diperbaiki oleh setiap daerah yang 
akan menerapkanya, serta hasil regresi manyatakan bahwa terjadi kenaikan 
dengan adanya pengalihan BPHTB ke daerah. 
Wahyuni, 2010 meneliti persiapan pemerintah menghadapi peralihan 
Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah (studi kasus 
Jabodetabek). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan Analythical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk 
melihat strategi kebijakan yang dianggap paling penting dalam pemungutan 
PBB oleh pemerintah daerah. Dengan hasil penelitian; Diantara kebijakan 
strategi kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, 
pemungutan/penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan dan sosialisasi, 
maka strategi kebijakan yang dianggap paling penting oleh responden adalah 
penilaian. Penelitian ini menyarankan agar dalam hal penilaian, pemerintah 
daerah masih harus banyak dibantu oleh pemerintah pusat, mengingat penilaian 
diperlukan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan 
dalam menentukan pajak terutang. Persiapan lebih lanjut yang harus disiapkan 
oleh pemerintah daerah yaitu berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan 
kualitas dan kuantitas SDM serta pengadaan sarana/prasarana. 
Baharuddin, 2013 meneliti analisis kesiapan Kota Makassar menyambut 
pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tahun 2013. 
Dengan metode analisis studi deskriptif. Adapun hasil penelitianya yaitu; 
pemerintah Kota Makassar harus mengoptimalkan persiapan peralihan PBB-P2 
agar pengelolaanya PBB-P2 nantinya akan lancar dan akan meningkatkan PAD 
Kota Makassar. Dan peneliti menganggap masih banyak kendala yang akan 
dihadapi, baik dari segi kemampuan SDM dan proses pendataan ulang 
menyangkut subjek dan objek PBB-P2.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan studi deskriptif. Studi ini dilakukan untuk 
memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu seperti 
halnya pada Pemerintah Kabupaten Sinjai yang akan menerapkan aturan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diterapkan oleh 
daerah-daerah lain di Indonesia. Studi deskriptif ini bertujuan untuk memberikan 
kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang 
sesuai dengan penerapan dari UU No. 28 Tahun 2009 (Sekaran dalam 
Baharuddin 2010:159). 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian terapan (applied research), 
dimana penelitian ini dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, 
penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh 
penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berfungsi untuk mencari 
solusi tentang masalah-masalah tertentu yang hasilnya dapat secara langsung 
diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah korelasional, dimana 
penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan variable penting yang berkaitan 
dengan masalah. Studi korelasional yang dilakukan di dalam penelitian di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai ini disebut juga studi lapangan atau field 
study (Sekaran dalam Baharuddin 2010:170). Penelitian ini dilakukan dalam 
situasi tidak diatur, sama seperti studi korelasi pada umumnya. Adapun unit 
analisis yang digunakan untuk merujuk pada tingkat kesatuan data yang 
dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya adalah unit analisis 
kelompok. 
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3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 
1. Data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk bukan 
bilangan. Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa wawancara 
dan dokumentasi terhadap objek penelitian. 
2. Data kuantitatif merupakan hasil pengamatan yang diaukur dalam 
skala angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa: data 
perpajakan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: 
1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari 
hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitan. 
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil 
dokumentasi yang dilakukan terhadap objek penelitian dalam hal ini 
di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) kabupatan Sinjai antara lain: 
Data Pendapatan asli Daerah (PAD), total belanja, data penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), dan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kabupaten 
Sinjai, dan data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya 
dengan tujuan penelitian ini. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh informasi dan data yang akan dikelolah dalam 
penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sinjai dengan melakukan hal-hal 
sebagai berikut. 
a. Wawancara (interview) 
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan 
informasi yang diperlukan. 
b. Dokumentasi (dokumentation) 
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. 
Data sekunder diperoleh dari Kantor Dispenda Kabupaten Sinjai, BPS 
provinsi Sulawesi Selatan serta instansi atau lembaga lain yang terkait dalam 
penelitian. Data sekunder ini selanjutnya diolah dengan menggunakan program 
Microsoft Excel. Penelitian ini difokuskan di tingkat kabupaten, dengan tujuan 
untuk memperoleh gambaran tentang implementasi dan peranan pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai. 
42 
 
 
3.5 Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif, 
pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sifatnya 
deskriktif. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa 
ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati. Pendekatan ini diharapkan 
mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan 
perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau 
organisasi tertentu. Penelitian sebuah fenomena berdasarkan dari data yang 
ada, bukan dari teori. Landasan teori hanya digunakan sebagai penopang fokus 
penelitian. Pendekatan ini berangkat dari suatu teori dan gagasan para ahli, 
kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta 
pemecahannya. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan formulasi matematis untuk 
menganalisis rasio dari PBB-P2 dan BPHTB, dan dilanjutkan dengan melakukan 
perhitungan elastisitas pajaknya. Berikut merupakan formulasi yang digunakan; 
      
       
            
  ……………………….. (1) 
      
      
   
    ……………………….. (2) 
      
       
             
   ……………………….. (3) 
      
     
            
   ……………………….. (4) 
      
     
   
    ……………………….. (5) 
      
     
             
   ……………………….. (6) 
 
3.6 Tahap-Tahap Penelitian 
Tahapan-tahapan penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan 
penelitian yang terbagi dalam empat tahapan, yaitu sebagai berikut. 
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1. Penelitian pendahuluan 
Penelitian pendahuluan ini dimulai dengan mengumpulkan data-data 
sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih. 
2. Pengembangan desain 
Pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih inilah yang 
dijadikan landasan dalam pengembangan desain penelitian. 
3. Penelitian sebenarnya 
Setelah tahap penelitian pendahuluan dan pengembangan desain 
penelitian selesai, maka tahapan selanjutnya adalah penelitian yang 
sebenarnya (inti). Peneliti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang 
dihasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini 
akan diajukan kepada pihak objek penelitian dalam proses wawancara 
dan dilengkapi dengan data-data dari proses dokumentasi. Tahapan 
inilah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 
mencapai tujuan penelitian. 
4. Penulisan hasil penelitian 
Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian penelitian, dimana 
tahapan ini dilakukan dalam bentuk penyusunan dan penulisan hasil 
penelitian. Hasil penelitian ini dikomunikasikan dalam bentuk laporan 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau masukan dari peneliti 
kepada objek penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
 Sebelum masuk pada pokok pembahasan penelitian, terlebih dahulu 
peneliti mamaparkan gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti. 
 
4.1.1 Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi selatan yang terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Propinsi 
Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Ibukota Kabupaten Sinjai berjarak 
kurang lebih 223 km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan).Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 
1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. Dengan batas daerah, di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk 
Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat 
dengan Kabupaten Gowa. 
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Sinjai adalah 818, 96 km2 dan 
Kabupaten Sinjai memiliki garis pantai sepanjang 28 km yang terdiri atas wilayah 
pantai daratan panjang 17 km dan wilayah kepulauan dengan panjang garis 
pantai 11 km. secara  morfologi wilayah Kabupaten Sinjai sebagian besar 
merupakan daerah pegunungan dan daerah pesisir. Sedangkan secara 
klimatologi, Kabupaten Sinjai memeiliki iklim musim timur dimana bulan basah 
jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara bulan Oktober 
sampai April. Secara administratif, Wilayah Kabupaten Sinjai mencakup 9 
(sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu : 
1. Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan 
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2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa 
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa 
4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa 
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa 
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa 
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa 
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan 
Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di 
Kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah 
dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai 
Borong. Sedangkan kecamatan terunik adalah kecamatan Pulau Sembilan 
berupa hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati Pulau Buton. 
 
4.1.2 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah merupakan unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan 
membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi 
tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. 
Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sinjai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan lain-lain daerah yang 
sah. Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah 
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tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Ada beberapa kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis 
pajak dan retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, namun Dinas 
Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan 
terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena 
Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 
 
4.1.3 Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB (UU No. 28 Tahun 2009) 
 Sebagaimana diketahui bahwa PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat 
terbagi atas lima sektor yaitu Sektor Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, 
Perhutanan, dan Pertambangan. Namun dari ke 5 sektor tersebut, berdasarkan 
UU PDRD, yang dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah hanya 
PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan saja (PBB P2) dan  Bea Perolehan Hak 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ada beberapa hal yang menjadikan PBB-P2 dan 
BPHTB sektor Perdesaan dan Perkotaan saja yang dilimpahkan pengelolaannya 
kepada pemerintah daerah yaitu: 
 Objek PBB-P2 dan BPHTB tersebut  lokasinya berada di suatu daerah 
kabupaten/kota, dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui 
dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga 
kecil kemungkinan wajib pajak dapat menghindar dari kewajiban 
perpajakannya; 
 Lokasi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan 
dapat bersifat lintas batas kabupaten dalam arti objek tersebut 
kemungkinan besar berada di dalam lebih dari satu kabupaten sehingga 
perlu koordinasi yang lebih intensif dalam menentukan NJOP perbatasan 
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antar kabupaten yang bersangkutan. Koordinasi bisa tidak berjalan efektif 
apabila timbul sentiment kedaerahan, sehingga dapat menimbulkkan 
ketidakharmonisan penentuan  NJOP  daerah yang berbatasan; 
 Objek PBB-P2 terdiri dari berjuta-juta objek yang tersebar diseluruh 
wilayah Republik Indonesia dengan berbagai permasalahan yang cukup 
menyita perhatian pengelola PBB-P2 tersebut, dengan kata lain 
pemerintah pusat ingin lebih berkonsentrasi dalam pemenuhan target 
penerimaan pajak pusat tanpa dibebani hal-hal yang mungkin sepele 
yang ditimbulkan oleh PBB-P2. 
Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah jelas memiliki dampak yang bersifat positif bagi pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 
 Akurasi data objek dan subjek PBB-P2, dapat lebih ditingkatkan karena 
aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila 
dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat 
meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2; 
 Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 dan BPHTB 
sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai 
masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP); 
 Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah 
dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas; 
Untuk melakukan pendaerahan PBB-P2 dan BPHTB diperlukan 
persiapan yang matang yang harus dilakukan oleh pemeritah daerah yang 
bersangkutan yang meliputi peralatan, peraturan, pembiayaan, dan personil. 
Peralatan yang harus dipersiapkan meliputi perangkat lunak dan 
perangkat keras. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang selama ini 
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telah dioperasikan oleh Diretkorat Jederal Pajak dalam mengelola PBB. Di 
bidang peraturan, harus dipersiapkan beberapa peraturan daerah yang 
berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBB-P2 dan BPHTB. Dan yang 
terpenting adalah kesiapan personil yang menangani PBB-P2 dan BPHTB 
daerah, pada proses administrasi dan pengelolaan PBB-P2 ini tentu diperlukan 
sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Pemerintah daerah harus 
menyiapkan personil yang bertugas sebagai pendata atau surveyor, 
penilai/valuer, operator console dan operator data entry, administrasi 
pemungutan, pemungut, penagih/juru sita, pendistribusi SPPT, dan lain-lain. 
Untuk membentuk SDM yang siap dalam pelaksanaan pekerjaan PBB P2 dan 
BPHTB. (sumber: DepKeu) 
 
4.2 Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Sinjai 
 Pada tahapan ini akan di paparkan gambaran umum mengenai mengenai 
proses persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kabupaten Sinjai. 
 
4.2.1 Kondisi Umum PBB Di Kabupaten Sinjai 
Mulai 1 Januari 2014, PBB-P2 tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Hal tersebut 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai 
peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 
Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 34 Tahun 2012 mengenai Pajak 
Bumi dan bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sinjai. 
Dengan peralihan tersebut , penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke 
PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya , saat masih dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 
64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua 
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kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu 
di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, 
penagihan dan pelayanan pajak. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
di Kabupaten Sinjai diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB). Berikut ini 
merupakan ulasan singkat data PBB kabupaten Sinjai dari tahun ketahun. 
 
Tabel 4.1 : Data PBB-P2 Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013 
Tahun PBB Perkotaan PBB Pedesaan Total PBB-P2 
2007 1,003,968,663 1,465,867,122 2,469,835,785.00 
2008 956,119,524 1,853,956,276 2,810,075,800.00 
2009 985,267,026 1,852,995,870 2,838,262,896.00 
2010 945,216,970 1,760,902,069 2,706,119,039.00 
2011 979,432,508 1,924,510,530 2,903,943,038.00 
2012 877,695,894 2,033,735,877 2,911,431,771.00 
2013 1,109,677,674 2,334,846,848 3,444,524,522.00 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa total PBB-P2 yang masuk ke 
kas Negara terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2013, 
kecuali ditahun 2010 yang sempat mengalami penurunan. Peningkatan yang 
terus terjadi bias berdampak positif terhadap PAD Kabupaten Sinjai dengan 
adanga pengalihan Pengelolaan PBB-P2. Dan kenaikan ini diharapkan terus 
terjadi walaupun dengan adannya pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari 
Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Untuk target 
penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sinjai di tahun 2014 pemerintah daerah 
mematok pada kisaran 3,3 miliar, nilai ini tidak jauh berbeda dari tahun 2013. 
Langkah penentuan kisaran target ini tidak terlepas oleh naiknya NJOTKP 
menjadi sepuluh juta rupiah. 
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Tabel 4.2 : Jumlah SPPT di Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013 
TAHUN JUMLAH SPPT 
2007 187,878 
2008 201,680 
2009 205,196 
2010 204,053 
2011 226,025 
2012 234,600 
2013 235,549 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Pada table 4.2 diatas memperlihatkan data Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) di Kabupaten Sinjai. Terjadinya perubahan (bertambah/ 
berkurang) jumlah SPPT bisa karena dilakukanya pembaharuan/pemutakhiran 
database wajib pajak. Pembaharuan database dapat berupa; pemutihan SPPT 
yang terbit ganda, pemutihan SPPT karena salah nama wajib pajak, objek pajak 
tidak sesuai dengan luas sebenarnya, penambahan wajib pajak pada objek pajak 
yang sebelumnya hanya satu wajib pajak, panggabungan SPPT karena adanya 
penggabunan objek pajak oleh satu wajib pajak, dan masih banyak yang lainnya 
yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah SPPT. 
 
4.2.2 Persiapan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Sinjai 
 Berkaitan dengan persiapan pengalihan kewenagan PBB-P2 pada 1 
januari 2014, Kabupaten Sinjai telah melakukan langkah-langkah persiapan 
sebagai berikut; 
1. Produk hukum daerah berupa Peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 
Tahun 2012 tetang PBB-P2 telah ditetapkan dan telah dilaksanakan 
sosialisasi terhadap perda tersebut melalui berbagai kesempatan dan 
kegiatan sementara produk hukum daerah pendukungnya berupa Peraturan 
Bupati (Perbup) menyangkut tata cara pengelolaan dan pelayanan PBB-P2, 
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kemudian Peraturan Bupati tetang klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai 
dasar pengenaan PBB-P2. 
2. Berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, saat ini 
perangkat pendukung berupa perangkat lunak dan keras (software dan 
hardware) dan ini telah difungsikan begitupun dengan serana bangunan. 
3. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolah juga telah dilaksanakan 
dengan mempersiapkan personil yang akan menjadi Oprator Console (OC) 
untuk operasional pengelolaan sistem aplikasi PBB-P2 dan pencetakan PBB-
P2. Begitu pula dengan dengan persiapan SDM aparatur untuk melaksanakan 
oprasional pelayanan, administrasi, teknik penilaian, penetapan serta 
penagihan PBB-P2. 
4. Dispenda Kabupaten Sinjai melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Bulukumba sebagai pengelola PBB sebelum 
dialihkanya PBB-P2 menjadi pajak daerah. Kerjasama yang dilakukan berupa 
adanya pendampingan dari KPP Pratama Bulukumba dalam pengelolaan 
PBB-P2. 
5. Dispenda Kabupaten Sinjai melakukan kerjasama dengan Murfa Surya 
Mahardika (MSM) selaku konsultan PBB, dalam pengelolaan PBB-P2. 
 
4.2.3 Kendala Iplementasi PBB-P2 di Kabupaten Sinjai 
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) Kabupaten Sinjai, sejauh ini ada beberapa kendala yang akan 
dihadapi dengan adanya peralihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah. Adapun kendala-kendala yang masih dihadapi dalam 
proses persiapan dan pengelolaan PBB P2 ini, yaitu sebagai berikut. 
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4.2.3.1 Database PBB-P2 
 Dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan pada database PBB-P2 itu 
sendiri. Permasalahan tentang database PBB-P2 ini dirasakan akan menjadi 
permasalahan yang paling dominan. Database PBB-P2 tiap daerah baru 
diserahkan pemerintah (d/h kantor pelayanan pajak). Hal ini akan membuat 
daerah memerlukan waktu yang relative lama. Dan pemerintah deerah harus 
mengawali pelaksanaan pengalihan kewenagan ini dengan memverifikasi, 
meneliti dan melakukan pemutakhiran atas database PBB-P2. 
 Database yang ada saat ini dari tahun ke tahun senantiasa banyak 
memunculkan permasalahan berkaitan dengan objek atau subjek pajak. Dan 
juga senantiasa menimbulkan keberatan dari wajib pajak baik itu berkaitan 
dengan SPPT yang terbit ganda, maupun SPPT yang salah nama wajib pajak 
ataupun objek yang tidak sesuai dengan luasnya. Balum lagi setiap tahun tidak 
sedikit SPPT terbit namun tidak dapat dilakukan penagihan akibat objek yang 
tidak jelas, atau objek yang tidak seharusnya diterbitkan seperti tanah Negara 
dan lain-lain. Dengan kewenangan daerah yang masih terbatas pada tugas 
pembuatan penagihan PBB-P2 sehingga pelayanan keberatan wajib pajak 
tersebut masih terbatas pula. Masih selalu dijumpai permohonan perubahan data 
maupun pelayanan atas keberatan wajib pajak yang tidak tuntas diselesaikan. 
Permasalahan database ini pula yang potensial menimbulkan gelombang 
keberatan wajib pajak kepada daerah dalam tahap pertama pelaksanaan PBB-
P2 sebagai pajak daerah. Hal tersebut dapat diidentifikasi jika database PBB-P2 
dapat diperoleh lebih awal, sehingga daerah dapat melakukan perbaikan 
database berdasarkan skala prioritas. 
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4.2.3.2 Intensif Pungutan 
  Permasalahan intensif pungutan juga sangat potensial akan 
menimbulkan persoalan dalam menghambat kelancaran dan keberhasilan 
daerah dalam pengalihan pengelolaan PBB-P2. Sebagaimana diketahui selama 
ini pemberian intensif PBB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah ditetapkan 9%, 
sementara pada saat pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
maka pengelolaanya harus mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah yang didalamnya telah mengatur besaran intensif 
pemungutan maksimal hanya 5%. 
 Penurunan besaran intensif pungutan ini potensial menimbulkan 
penurunan kinerja pengelolaan PBB-P2 di daerah, para kolektor yang sekian 
lama menerima upah pungutan 9% harus menerima hanya 5% dengan adanya 
pengalihan pengelolaan PBB-P2 di tahun 2014. Hal ini potensial menimbulkan 
resistansi  dikalangan kolektor di lapangan sehingga potensial menghambat 
kelancaran pengelolaan PBB-P2. Persoalan ini mungkin dapat diatasi dengan 
menyesuaikan kondisi biaya pemungutan sebelum perubahan ini dilaksanakan, 
namun hal ini akan menumbbuhakan alokasi anggaran tambahan dari APBN 
yang tidak sedikit pula. 
 
4.2.3.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
 Pada sebagian besar daerah, nilai NJOP PBB-P2 sampai dengan akhir 
pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah pusat masih sangat rendah, sebagaimana 
gambaran dapat disampaiakan bahwa di Kabupaten Sinjai masih terdapat PBB 
terutang dengan nilai Rp. 1.000. Nilai tersebut tersebut dari tahun ketahun tidak 
banyak berubah sementara perkembangan dan perubahan atas objek PBB terus 
terjadi. Kewenangan penetapan NJOP yang selama ini masih dipegang oleh 
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pemerintah pusat menjadi penyebab utama dari rendahnya nilai JNOP di daerah, 
dimana untuk memutahirkan nilai NJOP tersebut harus menunggu program 
pemutahiran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jika pemerintah daerah yang 
meminta program pemutahiran data tersebut, anggaran yang diperlukan untuk 
membiayai proses pendataan, penilaian, maupun penetapan kenaikan NJOP 
dengan pola SISMIOP sangat tinggi (kurang lebih Rp. 20.000,00/ parsil). 
Kemampuan daerah untuk membiayai pemutahiran NJOP sangat terbatas pua, 
sehingga  penyelesaian nilai NJOP hanya dapat dilaksanakan sedikit demi 
sedikit secara bertahap. 
 Hal ini juga akan menimbulkan permasalahan kedepan, dimana dengan 
kewenangan penetepan NJOP yang dialihkan ke daerah, maka kemungkinan 
lonjakan kenaikan NJOP berdasarkan penilaian dan pemutahiran data yang akan 
dilaksanakan pemerintah daerah, akan menimbulkan resistensi oleh wajib pajak. 
Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi yang cukup bagi pemerintah daerah untuk 
memberikan penyadaran kepada wajib pajak untuk memehami alas an dan 
manfaat pemutahiran NJOP tersebut. 
 
4.2.3.4 Proporsi Anggaran Daerah 
 Dengan peralihan kewenagan pengelolaan PBB-P2 di tahun 2014, maka 
alokasi dana perimbangan khususnya dari komponen Bagi Hasil Pajak akan 
menurun. Dagi daerah besar dengan potensi obkek PBB-P2 yang besar pula 
tentu kewenagan peralihan ini tidak menjadi permasalahan bahkan untuk 
beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan ibu kota provinsi peralihan ini menjadi 
peluang bagi penerimaan PAD mereka, namun bagi daerah dengan potensi 
PBB-P2  yang kecil lebih memilih tidak adanya peralihan. Hal ini disebabkan oleh 
Dana Bagi Hasil (DBH) PBB jauh lebih tinggi disbanding pajak yang dapat 
ditagih. Sebagai contoh Kabupaten Sinjai dengan target pajak PBB-P2 ditahun 
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2014 hanya Rp. 3,3 Milyar, sedangkan di tahun 2013 Kabupaten Sinjai 
memperoleh akumulasi DBH PBB sebesar Rp. 18,8 Milyar lebih. 
 Jika tahun 2014 dengan peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
perolehan DBH akan jauh berkurang, akibat dari tidak diterimanya lagi beberapa 
komponen DBH PBB di tahun 2014, sementara potensi Rp. 3,3 Milyar lebih 
belum tentu seluruhnya dapat menjadi PAD, mengingat masih memungkinkanya 
terdapat objek PBB-P2 yang bermasalah. 
 
4.2.3.5 Kesiapan Porsonil dan Kelembagaan 
 Permasalahan kesiapan porsonil pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak 
daerah juga memungkinkan akan dihadapi, mengingat keterbatasan yang masih 
dimiliki daerah baik dari sisi kualitas maupun kapasitas porsonil aparatur yang 
akan melaksanakan pengelolaan PBB-P2 mulai dari tahapan perencanaan 
sampai kepada penagihan dan evaluasi. Jika selama ini daerah hanya 
meniapakan porsonil untuk melakukan penagihan dan administrasi pelaporan 
saja, maka kedepan, pemerintah daerah harus menyiapakan porsonil mulai 
proses pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, dan pelaporan. Pendidikan 
dan pelatihan yang telah dlakukan masih sangat terbatas, sementara pengalihan 
pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah memerlukan porsonil yang banyak 
serta dengan kemampuan dan keterampilan yang cukup pula. 
 Sementara pada sisi kelembagaan pengalihan pengelolaan PBB-P2 juga 
masih membutuhkan pengkajian terutama berkaitan dengan bentuk dan struktur 
organisasi yang tepat dan dapat menunjang kelancaran pengelolaan PBB-P2 ke 
depanya. Hal ini dianggap perlu mengingat pengelolaan PBB-P2 memerlukan 
kordinasi dan kerja sama antara unit dan kelembagaan pemerintah daerah baik 
di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, maupun tingkat lebih rendah 
lingkungan/dusun. Organisasi pengelolaan diharapkan dapat fokus dan 
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konsentrasi dalam melaksanakan kewenagan pokok ini terutama di awal 
pengalihan pengelolaan PBB-P2 di tahun 2014. Dan organisasi tersebut juga 
membutuhkan daya kerja yang cukup untuk melaksanakan pengendalian atas 
pengalihan pengelolaan PBB-P2 terutama oleh jajaran pemerintah daerah pada 
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 
 
4.3 BPHTB Di Kabupaten Sinjai 
 BPHTB di Kabupaten Sinjai di tahun 2014 ini merupakan tahun ke empat 
setelah menjadi pajak daerah, berikut ini merupakan gambaran umumnya. 
 
4.3.1 Kondisi Umum BPHTB Di Kabupaten Sinjai 
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (BPHTB) di Kabupaten 
Sinjai saat ini merupakan proses pemantapan dengan adanya peralihan BPHTB 
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah. Pengalihan BPHTB dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan langka yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat dalam upaya mendukung dan meningkatkan kemampuan 
daerah untuk mengolah sumber pendapatan daerahnya. Pungutan BPHTB 
hanya dapat dilakukan setelah adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat 
oleh daerah otonom dalam hal ini Kabupaten Sinjai. 
Perda yang dibuat merupakan implementasi dan penerapan dari Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009, adapun di Kabupaten Sinjai dimuat dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang BPHTB. Perda tentang 
BPHTB merupakan dasar hukum yang mengatur kebijakan BPHTB di suatu 
daerah yang otonom yang mencakup objek, subjek, wajib pajak, tarif, dasar  
pengenaan pajak dan ketentuan lainnya. Namun sebelum diterbitkanya Perda 
No.2 tahun 2011, Kabupaten Sinjai hanya menerimah dana dari Pemerintah 
Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), dalam hal ini DBH BPHTB. Berikut 
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ini merupakan data BPHTB yang masuk ke kas daerah Kabupaten Sinjai dari 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. 
Tabel 4.3 : Data BPHTB Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2013 
TAHUN 
BPHTB 
% REALISASI 
TARGET REALISASI 
2003 750,000,000.00 421,471,070.00 56,20 
2004 650,000,000.00 1,384,571,416.00 213,01 
2005 1,000,000,000.00 1,583,277,456.00 158,33 
2006 1,000,000,000.00 1,420,336,968.00 142,03 
2007 1,000,000,000.00 751,863,191.00 75,19 
2008 2,457,074,038.89 2,843,264,400.00 115,72 
2009 3,009,792,531.00 2,961,778,451.00 98,04 
2010 3,009,792,531.00 3,263,682,872.00 108,44 
      300,000,000.00 228,075,051.00 76,03 
      500,000,000.00 209,097,550.00 41,62 
      300,000,000.00 386,195,368.00 128,73 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) *Nilai Setelah Pengalihan 
 
Pada Tabel 4.3 memaparkan data BPHTB dari tahun 2003-2010 di atas 
merupakan data BPHTB bagi hasil pajak sebelum dialihkanya menjadi pajak 
daerah di Kabupten Sinjai. Sedangkan dari tahun 2011-2013 merupakan data 
BPHTB setelah dialihkan menjadi pajak daerah di Kabupaten Sinjai. Pada data 
diatas terlihat bahwa realisasi BPHTB terus mengalami peningkatan dari tahun 
2003-2010, namun sempat mengalami penurunan di tahun 2007 
(751,863,191.00). Dan terjadi penurunan drastis dari tahun 2010 
(3,263,682,872.00) ke tahun 2011 (228,075,051.00), dan ini merupakan tahun 
awal pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya 
di tahun 2012 masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 
(209,097,550.00) dan mengalami kenaikan di tahun 2013 (386,195,368.00). 
 Secara keseluruan pada Tabel 4.3 diatas terlihat jelas bahwa dangan 
adanya pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah justru 
menurunkan pendapatan Kabupaten Sinjai, ini sangat berbanding terbalik 
dengan harapan pemerintah dengan adanya pengalihan BPHTB. Namun hal ini 
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disadari secara jelas oleh pemerintah Kabupaten Sinjai bahwa ini hanya 
merupakan  kendala yang tidak akan berlanjut jika ditangani dengan tepat. 
Dengan hal tersebut masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pemerintah 
Kabupaten Sinjai jika ingin menjadikan BPHTB sebagai pajak daerah yang 
potensial di Kabupaten Sinjai. 
 
4.3.2 Iplementasi BPHTB di Kabupaten Sinjai 
Pelaksanaan pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah di 
Kabupaten Sinjai setelah keluarnya Perda BPHTB ditahun 2011 tersebut di atas. 
Setelah keluarnya Perda BPHTB maka resmilah BPHTB di Kabupaten Sinjai 
sebagai pajak daerah dan telah diberlakukan dan dipungut selama tiga tahun 
(2011-2013), dan ditahun 2014 ini merupakan tahun ke-empat dari BPHTB di 
Kabupaten Sinjai sebagai pajak daerah. Dengan didaerahkan BPHTB tersebut 
diharapkan daerah dapat mengoptimalkan segala sumber yang dapat 
meningkatkan penghasilan daerah dari sisi BPHTB. Berikut ini merupakan data 
perolehan BPHTB di Kabupaten Sinjai. 
 
Tabel 4.4 : Data BPHTB di Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013 
Tahun 
BPHTB 
BPHTB DBH BPHTB 
2007 537,474,053.00 751,863,191.00 
2008 610,665,295.00 2,843,264,400.00 
2009 760,495,017.00 2,961,778,451.00 
2010 706,998,071.00 3,263,682,872.00 
    
 
 228,075,051.00 - 
    
 
 209,097,550.00 - 
    
 
 386,195,368.00 - 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) *Nilai Setelah Pengalihan 
 
 Pada Tabel 4.4 diatas diatas memperlihatkan data BPHTB yang dipungut 
Kabupaten Sinjai dan DBH BPHTB Kabupaten Sinjai dari tahun 2007 hingga 
59 
 
 
tahun 2013, dimana pada tahun 2007 sampai tahun 2010 merupakan data 
BPHTB yang berhasil dikumpulkan Kabupaten Sinjai ke kas Negara dan data 
2011 hingga 2013 merupakan data BPHTB sebagai pajak daerah. 
 Perbedaan yang tinggi dari data BPHTB yang disetorkan Kabupaten 
Sinjai ke kas Negara dengan DBH BPHTB karena adanya sistem pro rata dalam 
pembagian bagi hasil BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini sangat 
menguntungkan daerah dengan adanya penambahan yang diperoleh dari DBH 
yang melampaui jumlah BPHTB yand disetorkan, tidak terkecuali Kabupaten 
Sinjai. Alokasi dana DBH ini bersumber dari BPHTB daerah-daerah tertentu yang 
perolehan BPHTBnya sangat tinggi. 
 Dan pada table diatas juga memperlihatkan data BPHTB setelah menjadi 
pajak daerah di Kabupaten Sinjai, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2013. 
Terjadinya penurunan derastis dari tahun 2010 (masih pajak pusat) ketahun 
2011 (setelah dialihkan menjadi pejak daerah) dikerenakan oleh, naiknya nilai 
NPOTKP dari Rp. 15.000.000,00 menjadi Rp.60.000.000,00. Nilai 
Rp.60.000.000,00 merupakan harga terendah yang ditentukan oleh pemerintah 
pusat dalam UU No. 28 Tahun 2009 pada Pasal 87 ayat 4. Jadi transaksi yang 
dibawah nilai Rp. 60.000.000,00 tidak dikenakan tariff BPHTB. Dan sebagai 
mana kita ketahui bahwa nilai tanah di daerah masih rendah dibandingkan 
dengan ibu kota Negara dan ibu kota provinsi serta kota-kota tertentu dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
 
4.4 Keluhan Kabupaten Sinjai dalam Pengimplementasian UU No. 28 
Tahun 2009 (PBB-P2 dan BPHTB) 
 
 Meskipun pemerintah daerah Kabupaten Sinjai telah menjabarkan 
pengelihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dalam peraturan daerah, namun 
pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Sinjai masih banyak mengeluhkan 
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akan hal tersebut. Di Kabupaten Sinjai pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah 
diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) Nomor 34 Tahun 2012, dan BPHTB diatur 
dalam  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011. Dalam pembuatan 
Perda ini pemerintah daerah tidak sebebasnya dalam menentukan aturan-aturan 
namun tetap menggunakan UU No. 28 Tahun 2009 sebagai acuan. Dari sinilah 
muncul berbagi keluhan dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. 
Untuk PBB-P2  perubahan NJOTKP dari Rp. 5.000.000,00 menjadi Rp. 
10.000.000,00 setelah dialihkan menjadi pajak yang diatur dalam UU No. 28 
Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 4, akan menjadi kendala bagi kabupaten dalam 
penerimaan pajak daerah karena akan menurunkan pendapatan pajak dari 
setiap lembaran SPPT. Karena dalam aturan setiap daerah harus memungut 
pajak PBB-P2 dengan NJOTKP paling rendah dengan nilai Rp. 10.000.000,00. 
Untuk BPHTB tidak jauh berbeda dengan PBB-P2, perubahan NPOTKP 
dari Rp. 15.000.000,00 sebelum menjadi pajak daerah menjadi Rp. 
60.000.000,00 yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 
menjadi kendala utama dalam perolehan BPHTB. Karena, semua transaksi objek 
BPHTB diatas Rp. 15.000.000,00 sebelum dialihkan dikenakan bea perolehan, 
sedangkan setelah dialihkan maka hanya trangsaksi diatas Rp. 60.000.000,00 
yang dikenakan bea perolehan. Ini derdampak negative terhadap total BPHTB 
yang dapat dikumpulkan oleh Kabupaten Sinjai sebagai pajak daerah. 
 
4.5 Analisis Peranan PBB-P2 dan BPHTB Di Kabupaten Sinjai 
 Pada Sub-bab ini akan dijelaskan tentang kondisi pajak PBB-P2 dan 
BPHTB yang dialihkan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Gambaran deskriptif 
ini akan membantu kita untuk memehami apakah UU Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah tersebut mampu meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten 
Sinjai setelah adanya pengalihan. 
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Gambar 4.1 : Perkembangan PAD Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013 
 
(Sumber: BPS SulSel Kab. Sinjai 2008,2010, 2013, diolah) 
  
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai tahun 
2007-2013 dijelaskan pada Gambar 4.1. Data pada gambar tersebut 
menjelaskan bahwa perkembangan PAD antara tahun 2007–2013, masih sangat 
berfluktuatif. Pada kurun waktu 2007 ke 2013 pertumbuhan PAD mengalami 
kenaikan namun mengalami penurunan ditahun 2009 dan kembali mengalami 
kenaikan terus menerus dalam kurun waktu 2009 hingga 2013. Penyebab 
adanya kenaikan secara terus menerus disebabkan oleh pada tahun 2011 
dimana UU 28/2009 telah diimplementasikan, dan disebabkan oleh jumlah pajak 
dan retribusi daerah yang juga mengalami kenaikan. 
 
Gambar 4.2 : Kontribusi  Pajak Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013 
 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
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 Gambar 4.2 di halaman 61 menjelaskan besaran kontribusi pajak daerah 
Kabupaten Sinjai tahun 2007-2013. Pada gambar terlihat ada beberapa pajak 
yang kontribusinya tinggi dibanding pajak yang lainya, diantaranya pajak PBB-
P2, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan BPHTB. Setiap pajak daerah 
yang ada di kabupaten sinjai pada tiga tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 
2011 kontribusinya terus meningkat. Ini sangat baik untuk daerah sebagai 
sumber penerimaan asli daerah yang akan menunjang kemampuan daerah 
dalam hal pembiayaan. Untuk PBB-P2 dan BPHTB kontribusinya terus 
meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan pihak dinas terkait, menyatahan bahwa kontribusi kedua 
pajak ini diyakini akan terus meningkat seiring dengan dilakukanya langkah-
langkah pembenahan terkait kedua pajak tersebut menyangkut pengalihan PBB-
P2 dan BPHTB. 
 
Gambar 4.3 : Perkembangan  Pajak Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2013 
 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
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 Gambar 4.3 di halaman 62 menjelaskan tentang perkembangan realisasi 
pajak daerah di Kabupaten Sinjai. Pajak daerah secara empiris merupakan 
penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan realisasi 
pajak daerah di periode tahun 2007-2013 menunjukkan perkembangan yang 
sangat menarik. Pada periode 2003-2013, perkembangan realisasi Pajak Daerah 
menunjukkan peningkatan. Khusus untuk periode 2009–2010, sebagian besar 
penerimaan pajak daerah menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan 
UU dimana ada perbedaan terkait dengan tax base dan tarif pajak. 
 
Gambar 4.4 : Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2013 
 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
  
Pada gambar 4.4 diatas mendeskripsikan perkembangan belanja daerah 
Kabupaten Sinjai tahun 2007-2013. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa 
perkembangan belanja daerah Kabupaten Sinjai memiliki slop yang meningkat 
dari tahun 2007-2013, namun sempat mengalami penurunan ditahun 2010. 
Belanja daerah yang terus meningkat ini, tidak terlepas dari jumlah pendapatan 
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daerah Kabupaten Sinjai yang juga terus mangalami peningkatan. Semakin 
tinggi pendapatan daerah suatu suatu daerah makan semakin tinggi daerah yang 
bersangkutan untuk membiayai pelanjanya, baik berupa belanja modal maupun 
belanja yang lainya. 
Table 4.5: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB AHB Kabupaten Sinjai tahun 
2007-2013 
Tahun Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB AHB 
2007 0.029 
2008 0.028 
2009 0.033 
2010 0.040 
2011 0.047 
2012 0.049 
2013 0.046 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Tabel 4.5 di atas adalah tabel yang menjelaskan rasio pajak daerah 
terhadap PDRB AHB daerah mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Data 
menunjukkan bahwa Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB AHB Kabupaten Sinjai 
masi berfluktuatif. Rasio pajak daerah terhadap PDRB ini menunjukkan berapa 
peranan penerimaan pajak daerah dalam mendukung output perekonomian 
suatu wilayah .Tabel diatas juga menjelaskan perkembangan rasio pajak 
terhadap PDRB AHB antara tahun 2007 sampai tahun 2012, dimana pada tahun 
tersebur rasionya terus mengalami peningkatan terkecuali di tahun 2013. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan penerimaan 
pajak daerah. 
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Gambar 4.5 : Perkembangan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Sinjai Tahun 
2007-2013 
 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
  
Pada gambar 4.5 di atas menjelaskan perkembangan PBB-P2 dan 
BPHTB di Kabupaten Sinjai dari tahun 2007-2013. Dimana pada gambar 
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tahun 2011. Namun mulai kenaikan lagi ditahun 2012, dan tahun 2013 
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Dan untuk BPHTB juga terus mengalaimi perubahan, hal ini disebabkan 
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2011 karena ditahun tersebut merupakan zona peralihan BPHTB sebagai pajak 
daerah, dan juga disebabkan oleh peningkatan NPOTKP dari peralihan BPHTB 
tersebut. 
 
Tabel 4.6 : Rasio PBB-P2 dan BPHTB terhadap Total Pajak Daerah dan PAD 
Kabupaten Sinjai tahun 2007-2013 
Tahun 
 
Rasio terhadap Pajak Daerah Rasio terhadap PAD 
PBB-P2 BPHTB PBB-P2 BPHTB 
2007 0.528 0.115 0.155 0.033 
2008 0.497 0.108 0.081 0.017 
2009 0.473 0.126 0.222 0.059 
2010 0.461 0.120 0.178 0.046 
2011 0.488 0.038 0.165 0.013 
2012 0.445 0.032 0.136 0.009 
2013 0.429 0.048 0.130 0.014 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Pada tabel 4.6  memperlihatkan perbandingan antara rasio kontribusi 
PBB-P2 dan BPHTB terhadap pajak daerah dengan rasio kontribusi PBB-P2 dan 
BPHTB terhadap PAD Kabupaten Sinjai tahun 2007-2013. Rasio kontribusi 
tertinggi PBB-P2 terhadap pajak daerah terjadi di tahun 2007 yaitu sebesar 
52,8%, dan rasio kontribusi tertingginya terhadap PAD terjadi ditahun 2009 yaitu 
sebesar 22,2%. Sementara rasio kontribusi tertinggi BPHTB terhadap pajak 
daerah terjadi di tahun 2009 yaitu sebesar 12,6%, dan rasio kontribusi 
tertingginya terhadap PAD terjadi ditahun 2009 yaitu sebesar 5,9%.  Tinggi 
rendahnya nilai rasio kontribusi pajak menunjukkan kekuatan pajak dalam 
berkontribusi dalam pengumpulan pajak daerah dan PAD. 
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Tabel 4.7 : Rasio PBB-P2 dan BPHTB terhadap Belanja Daerah Kabupaten 
Sinjai tahun 2007-2013 
Tahun 
Rasio terhadap Belanja Daerah 
PBB-P2 BPHTB 
2007 0.0064 0.0014 
2008 0.0062 0.0013 
2009 0.0056 0.0015 
2010 0.0059 0.0015 
2011 0.0056 0.0004 
2012 0.0054 0.0003 
2013 0.0060 0.0006 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Pada Tabel 4.7 memperlihatkan perbandingan antara rasio kontribusi 
PBB-P2 dan BPHTB terhadap belanja daerah Kabupaten Sinjai tahun 2007-
2013. Rasio PBB-P2 dan BPHTB terhadap belanja daerah Kabupaten Sinjai 
tertinggi terjadi secara bertururut di tahun 2010 yaitu 0,5% dan 0,156%. Semakin 
tingginya nilai rasio menunjukkan semakin potensial pula pajak dalam 
pembiayaan belanja daerah. 
 
Tabel 4.8 : Elastisitas Basis Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 
Pajak Daerah Elastisitas Basis Pajak 
Pajak Hotel 2.04 
Pajak Restoran 2.80 
Pajak Penerangan Jalan 0.83 
PBB-P2 0.24 
BPHTB -1.01 
(Sumber: Dispenda Kab. Sinjai 2007-2013, diolah) 
 
Tabel 4.8 menjelaskan tentang elastisitas basis pajak daerah (pajak hotel, 
pajak restoran, pajak penerangan jalan, PBB-P2 dan BPHTB) yang terdapat 
dikabupaten sinjai. Nilai elastisitas basis pajak pada setiap pajak daerah diatas 
diperoleh dari menghitung elastisitas setiap pajak terhadap PBRB setiap sektor 
yang berhubungan dengan tiap-tiap pajak daerah tersebut. Pada penelitian ini 
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mengfokuskan pada nilai elastisitas PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak pusat 
yang dialihkan oleh pemerintah sebagai pajak daerah. Elastisitas  dari pajak 
hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan sudah cukup tinggi 
dibandingkan dengan PBB-P2 dan BPHTB. Nilai elastisitas pajak menunjukkan 
besaran perubahan yang diakibatkan dari perubahan basis pajak. 
Untuk PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Sinjai memiliki tingkat elastisitas 
yang masih relatif rendah bahkan nilai elastisitas basis pajak untuk BPHTB 
menunjukkan nilai negatif karena terjadinya penurunan penerimaan BPHTB di 
tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2011 hingga tahun 2013 karena adanya 
perubahan NPOTKP yang merupakan dampak dari pengalihan pengelolaan 
PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 
2009. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti banyak hal mengenai 
PBB-P2 dan BPHTB dengan berbagi kesimpulan, diantaranya; 
1. PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah, yang telah diperdakan; Perda No. 34 Tahun 
2012 untuk PBB-P2 dan Perda No. 2 tahun 2011 untuk BPHTB. 
Namun dalam pengimplementasianya masih terkendala;  
 Pemuktahiran database, pemungutan, nilai NJOP rendah, 
dan pemungtan pajak untuk PBB-P2, dan 
 Pengawasan transaksi objek pajak, dan NPOPTKP yang 
ditetapkan oleh pemerintah sangat tinggi untuk BPHTB. 
2. Dalam pengolaan dan pendeskripsian data menyangkut PBB-P2 
dan BPHTB dari tahun 2007-2013 di Kabupaten Sinjai 
menunjukkan angka yang terus berfluktuasi. Baik pada rasio PBB-
P2 dan BPHTB terhadap pajak daerah, pendapatan daerah, serta 
belanja daerah; 
Rasio PBB-P2 terhadap pajak daerah, pendapatan daerah, serta 
belanja daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan 
secara rata-rata dari tahun 2007-2013. 
Rasio BPHTB terhadap pajak daerah, pendapatan daerah, serta 
belanja daerah secara keseluruhan mengalami penurunan karena 
adanya perubahan NPOPTKP. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bias 
direkomendasikan  oleh peneliti, yaitu sebagai berikut; 
1. Pemerintah pusat seharusnya melakukan revisi pada Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 khususnya pasal 87 ayat (4) dan (5) 
karena hal ini sangat tidak memberikan keleluasaan kepada 
pemerintah daerah dalam menetapkan NPOPTKP. Adapun 
langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan 
menetapkan NPOPTKP per klaster sesuai dengan kesamaan 
karakteristik masing-masing daerah. Begitupun dengan 
NJOPTKP. 
2. Pemerintah pusat harus memberikan bantuan kepada daerah 
yang penerimaan pajak daerahnya mengalami penurunan yang 
merupakan dampak dari pengalihan pajak daerah dalam hal ini 
PBB-P2 dan BPHTB. Baik berupa bantuan anggaran ataupun 
pelatihan SDM dalam pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti memiliki pembahasan yang terbatas tentang 
PBB-P2 dan BPHTB. Keterbatasan data yang tersedia karena pajak ini baru 
diterapakan pada tahun 2014 untuk PBB-P2 dan tahun 2011 untuk BPHTB 
menjadi kendala utama dalam melakukan analisis deskriptif yang lebih dalam 
pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1:  KUESIONER PENELITIAN 
 
Nama                          
Instansi  
Tanggal Pengisian  
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
SURYA ARIWIRAWAN  
ILMU EKONOMI 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang UU 28 tahun 2009? 
Respon : 
 
 
 
 
 
2. Apakah UU 28 tahun 2009 manjadi peluang atau hambatan terhadap 
Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SINJAI 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyangkut dua jenis pajak pusat yang 
didaerahkan, diantaranya;  Pajak Bumi dan Bangunan Pedaseaan Perkotaan 
(PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini 
merupakan perubahan besar dalam upaya pemerintah dalam hal dasentralisasi 
fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh daerah otonom sebagai salah satu sumber 
panarimaan daerah yang potensial. Hal inilah yang membuat penulis untuk 
meneliti hal tersebut, sebagai langkahnya yaitu mendata langsung ke daerah 
untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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3.    Apa kendala dari pengimplementasian UU 28 tahun 2009? 
Respon : 
 
 
 
 
4. Bagimana tanggapan anda terhadap administrasi perpajakan sebelum adanya 
UU 28 tahun 2009? 
Respon : 
 
 
 
 
5. Bagimana tanggapan anda terhadap administrasi perpajakan setelah adanya 
UU 28 tahun 2009? 
Respon : 
 
 
 
6. Sistem administrasi seperti apa yang cocok diterapkan di Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
7. Apakah sistem perpajakan yang ada disinjai sudah diterapkan sesuai dengan 
sistem yang disepakati? 
Respon : 
 
 
 
 
8. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap Peraturan Daerah 
menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang PBB-P2? 
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Respon : 
 
 
 
 
9. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap Peraturan Daerah 
menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
10. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap Prosedur yang akan 
diterapkan menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
11. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap Prosedur yang akan 
diterapkan menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
 
12. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap kelembagaan yang akan 
diterapkan menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
13. Bagaimana kasiapan Kabupaten Sinjai terhadap kelembagaan yang akan 
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diterapkan menyangkut UU 28 tahun 2009 di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
14. Bagaimana kasiapan Administrasi Kabupaten Sinjai menyangkut UU 28 
tahun 2009 di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
15. Berapa tenaga administrasi yang dibutuhkan di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
16. Bagaimana kualitas tenaga administrasi yang ada di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
17. Bagaimana kelengkapan operasional di bidang PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
18. Bagaimana kordinasi antar lembaga di bidang PBB-P2? 
Respon : 
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19. Bagaimana kasiapan Administrasi Kabupaten Sinjai menyangkut UU 28 
tahun 2009 di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
20. Berapa tenaga administrasi yang dibutuhkan di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
21. Bagaimana kualitas tenaga administrasi yang ada di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
22. Bagaimana kelengkapan operasional di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
23. Bagaimana kordinasi antar lembaga di bidang BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
24. Bagaimana peroses pendataan objek pajak dari PBB-P2? 
Respon : 
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25. Bagaimana peroses pendataan subjek pajak dari PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
26. Bagaimana peroses pendataan objek pajak dari BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
27. Bagaimana peroses pendataan subjek pajak dari BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
 
28. Apakah data yang ada mencakup keseluruhan objek dan wajib pajak PBB-
P2? 
Respon : 
 
 
 
29. Apakah data yang ada mencakup keseluruhan objek dan wajib pajak 
BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
30. Apabila data yang ada tidak riil, bagaiman kesiapan melakukan 
pembaharuan data PBB-P2? 
Respon : 
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31. Apabila data yang ada tidak riil, bagaiman kesiapan melakukan 
pembaharuan data BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
32. Barapa NJOPTKP yang diterapkan di Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
33. Barapa NPOPTKP yang diterapkan di Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
34. Bagaimana penetapan tarif dari PBB-P2, apakah daerah menentukan sendiri 
tarifnya atau hanya mengikuti tarif maksimum yang ditentukan oleh pusat? 
Respon : 
 
 
 
35. Tarif yang seperti apa yang diterapkan di PBB-P2 ? Jelaskan! 
Rendah : Sedang : Tinggi : 
Respon : 
 
 
 
36. Bagaimana penetapan tarif dari BPHTB, apakah daerah menentukan sendiri 
tarifnya atau hanya mengikuti tarif maksimum yang ditentukan oleh pusat? 
Respon : 
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37. Tarif yang seperti apa yang diterapkan di BPHTB (rendah, sedang, tinggi)? 
Jelaskan! 
Rendah : Sedang : Tinggi : 
Respon : 
 
 
 
38. Siapa yang menetepkan tarif di PBB-P2? 
Respon : 
 
 
 
 
39. Siapa yang menetepkan tarif di BPHTB? 
Respon : 
 
 
 
40. Berapa total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
41. Bagaiman sistem pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
42. Bagaiman sistem pemungutan BPHTB di Kabupaten Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
43. Berapa jumlah SDM yang melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten 
Sinjai? 
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Respon : 
 
 
 
 
44. Berapa jumlah SDM yang melakukan pemungutan BPHTB di Kabupaten 
Sinjai? 
Respon : 
 
 
 
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 
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LAMPIRAN 2:  KUMPULAN DATA PENELITIAN 
 
Tabel: Data PBB-P2 Kabupaten Sinjai 
 
Tahun 
PBB-P2 
Total PBB-P2 
Perkotaan Pedesaan 
2007 1,003,968,663.00 1,465,867,122.00 2,469,835,785.00 
2008 956,119,524.00 1,853,956,276.00 2,810,075,800.00 
2009 985,267,026.00 1,852,995,870.00 2,838,262,896.00 
2010 945,216,970.00 1,760,902,069.00 2,706,119,039.00 
2011 979,432,508.00 1,924,510,530.00 2,903,943,038.00 
2012 877,695,894.00 2,033,735,877.00 2,911,431,771.00 
2013 1,109,677,674.00 2,334,846,848.00 3,444,524,522.00 
 
 
Tabel : Data DBH PBB Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2013 
 
Tahun  DBH PBB 
2007 18,121,448,856.00 
2008 20,100,353,981.00 
2009 18,757,538,016.00 
2010 19,149,660,014.00 
2011 21,748,370,303.00 
2012 19,878,666,997.00 
2013 18,886,009,460,00 
 
 
Tabel: Jumlah SPPT di Kabupaten Sinjai 
 
Tahun JUMLAH SPPT 
2007 187,878 
2008 201,680 
2009 205,196 
2010 204,053 
2011 226,025 
2012 234,600 
2013 235,549 
 
 
Tabel: Data BPHTB di Kabupaten Sinjai 
 
Tahun BPHTB 
2007 537,474,053.00 
2008 610,665,295.00 
2009 760,495,017.00 
2010 706,998,071.00 
2011 228,075,051.00 
2012 209,097,550.00 
2013 386,195,368.00 
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Tabel : Data DBH BPHTB Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2013 
 
Tahun 
DBH BPHTB 
 
2003 421,471,070.00 
2004 1,384,571,416.00 
2005 1,583,277,456.00 
2006 1,420,336,968.00 
2007 751,863,191.00 
2008 2,843,264,400.00 
2009 2,961,778,451.00 
2010 3,263,682,872.00 
 
 
Tabel: PDRB Kabupaten Sinjai 
 
Tahun PDRB Harga Berlaku 
2007 1,393,405.06 
2008 1,596,286.75 
2009 1,978,005.94 
2010 2,395,566,65 
2011 2,813,762.88 
2012 3.235.344,23 
2013 3,716.149,62 
 
 
Tabel: PDRB Bangunan Kabupaten Sinjai 
 
Tahun PDRB Harga Berlaku 
2007 74,611.25 
2008 82,969.26 
2009 101,784.53 
2010 117,033.67 
2011 137,313.78 
2012 159,433.05 
2013 182,982.25 
 
 
Tabel: PDRB Hotel dan Restoran Kabupaten Sinjai 
 
Tahun PDRB Harga Berlaku 
2007 137,795.43 
2008 171,560.49 
2009 224,999.54 
2010 264,364.83 
2011 304,727.87 
2012 357,758.95 
2013 422,111.47 
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Tabel: PDRB Listrik, Air, dan Gas Kabupaten Sinjai 
 
Tahun PDRB Harga Berlaku 
2007 3,883.87 
2008 4,116.89 
2009 4,575.87 
2010 5,013.38 
2011 5,725.59 
2012 6,525.53 
2013 7,628.21 
 
 
Tabel: Data Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 
 
Tahun Belanja Daerah 
2007 4,672,576,349 
2008 5,650,175,510 
2009 5,989,884,053 
2010 5,865,798,033 
2011 5,939,519,286 
2012 6,532,680,131 
2013 8,021,796,768 
 
 
Table : Data PAD Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2013 
 
Tahun PAD 
2007 15,889,621,615.00 
2008 34,624,071,100.00 
2009 12,784,921,728.08 
2010 15,183,849,536.33 
2011 17,515,487,641.96 
2012 21,290,709,670.00 
2013 26,346,464,253.08 
 
 
Tabel: Data Belanja Daerah Kabupaten Sinjai 
 
Tahun Belanja Daerah 
2007 380,276,000,000.00 
2008 451,620,875,000.00 
2009 504,379,486,000.00 
2010 452,844,735,000.00 
2011 510,509,517,610.00 
2012 532,223,832,000.00 
2013 565,790,956,000.00 
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Tabel: Data Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 
 
TAHUN 
PAJAK 
HOTEL 
PAJAK 
RESTORAN 
PPJ PBB-P2 BPHTB 
2007 
22,105,000 36,109,000 644,769,011 2,469,835,785 537,474,053 
2008 
24,884,000 39,827,000 1,120,225,090 2,810,075,800 610,665,295 
2009 
24,525,000 46,920,000 1,298,473,665 2,838,262,896 760,495,017 
2010 
29,990,000 56,540,000 1,903,591,048 2,706,119,039 706,998,071 
2011 
95,707,700 72,314,000 1,811,070,248 2,903,943,038 228,075,051 
2012 
172,928,713 592,501,490 2,245,370,057 2,911,431,771 209,097,550 
2013 
150,466,473 834,100,288 2,709,602,067 3,444,524,522 386,195,368 
  
87 
 
 
LA MPIRAN 3:  SURAT BUKTI PENELITIAN (BPS SUL-SEL)  
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LAMPI RAN 4:  SURAT BUKTI PENELITIAN (DISPENDA KAB. SINJAI)  
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Alamat Rumah  : Jl. Tanassang Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai 
HP    : 081343793297 
Alamat E-mail   : surya_ariwirawan@ymail.com 
 
Riwayat Pendidikan 
SD/Sederajat   : SD Neg. 123 Tanassang Kab. Sinjai (1998-2004) 
SMP/Sederajat  : SMP Neg. 3 Sinjai (2004-2007) 
SMA/Sederajat  : SMA Neg. 3 Sinjai (2007-2010) 
Strata Satu (S1)  : Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin(2010-2014) 
 
Pengalaman Organisasi 
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2012-2013.. 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
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90 
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